
BUPATI LOMBOK TIMUR 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LOMBOK TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa dengan tidak tercapainya target penerimaan daerah yang 

direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 sehingga 

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pembayaran kepada 

Pihak Ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada 

Tahun Anggaran 2023, 

b. bahwa untuk merealisasikan kewajiban kepada Pihak Ketiga 

sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai Keputusan Bupati 

Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/20/PKAD/2024 tentang 

Penetapan Kewajiban Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga 

Terhadap Pekerjaan Yang Telah Selesai Pada Tahun Anggaran 

2023 Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024, maka 

sesuai ketentuan huruf D TEKNIS PENYUSUNAN APBD Angka 

1 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2023, bahwa Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai 

pada Tahun Anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali 

pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya 

sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD 

berkenaan: 
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bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan pagu penerimaan 

daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer serta untuk 

mempercepat pelaksanaan kegiatan dan untuk tertib 

administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan 

Bupati Lombok Timur Nomor 59 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024 perlu diubah 

dan dilakukan penyesuaian, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024, 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembagan Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340): 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575): 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165): 
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057), 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daearah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525):
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972), 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5), 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur 

Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Timur Nomer 1), 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah 

dan retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 

Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Timur Nomor 3):



Gi 

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 

Nomor 7), 

27. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 19), 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

L, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman asistem 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah 

kabupaten atau walikota bagi Daerah kota. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau nama lain adalah Perda 

provinsi dan Perda kabupaten/kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan 

gubernur dan peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran 

perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik 

maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 

berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 



18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

PN 

B5 

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya 

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan 

untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan 

melalui kontrak tahun jamak. 

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan 

kebijakan. 

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari 

Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang 

diharapkan dari suatu Kegiatan. 

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur.
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Pasal 2 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 59) diubah sebagai 

berikut : 

1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan Asli Daerah Rp. 587.940.308.000,- 

b. Pendapatan Transfer Rp. 2.787.883.581.503,- 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 40.011.960.000,- 

Jumlah Pendapatan Rp. 3.415.835.849.503,- 

2. Belanja Daerah 

a. Belanja Operasi : 

1) Belanja Pegawai Rp. 1.291.507.520.314,- 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.077.884.339.845,- 

3) Belanja Bunga Rp. 2.793.976.163,- 

4) Belanja Subsidi Rp. 2.500.000.000,- 

S5) Belanja Hibah Rp. 153.381.056.500,- 

6) Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.989.250.000,- 

Jumlah Belanja Operasi Rp. 2.535.056.142.822,- 

b. Belanja Modal : 

1) Belanja Modal Tanah Rp. 4.979.784.895,- 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 90.719.528.199,- 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 183.831.957.602,- 

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 18.940.583.991,- 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 14.292.318.100,- 

5) Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 320.000.000,- 

Jumlah Belanja Modal Rp. 373.084.172.787 ,- 

c. Belanja Tidak Terduga : 

1) Belanja Tidak Terduga Rp. 7.000.000.000,- 

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 7.000.000.000,-
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d. Belanja Transfer : 

1) Belanja Bagi Hasil Rp. 23.067.458.384,- 

2) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 408.714.506.230,- 

Jumlah Belanja Transfer Rp. 431.781.964.614,- 

Jumlah Belanja Daerah Rp. 3.346.922.280.223,- 

Surplus/ (Defisit) Rp. 68.913.569.280,- 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. O,- 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 68.913.569.280,- 

Jumlah pembiayaan Netto Rp. (68.913.569.280),- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan Rp. O,- 

Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur. 

Ditetapkan di Selong 

pada tanggal 5 Februari 2024 

FPj. BUPATI LOMBOK TIMUR, 

#& MUHAMMAD JUAINI TAOFIK 

Diundangkan di Selong 

pada tanggal 5 Februari 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

UPATEN LOMBOK TIMUR, 

HASNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1 

| "PARAF KOORDINASI | 
! Asisten/I/IN/IN k 

| Maa Hukum 4 : 

| Kadis/Kabag Pengolah 3 


